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-jSecara fenomenaiogzs pohtzk hukum d1presenta51kan oleh kekuasaan :
-eksekutif terutama ketika hendak atau ‘dalam merespon ‘kondisi

___empmk sehingga ‘memberikan leg1t1mas1 menuju perlindungan bagl'
segenap bangsa Indonesia melalui pembentukan hukum. Gejala ini
akan berbarengan dengan partisipasi dan tekanan ‘sosial yang kuat.

Berpegang pada prinsip teoritik bahwa hukum akan tetap dapat tegak
dan/atau dltegakkan sekali pun iang1t akan runtuh, kekuatan sosial
akan melemah. Pada akhirmnya - akan disadari bahwa hukum yang
lahir karena kekuatan sosial akan meluluhlantahkan sistem yang
terbangun termasuk sistem hukum dan-karena itu siklus kehidupan
akan kembali juga lagi pada kenyataan bahwa hukumlah yang marmpu
mengatur 1nteraks1 sosxal '

Kata kunc1 pohtlk hukum kekuatan sosml 1nteraks1 sosial

] : Abstract :

In pohtxcal law phenomenon which presented by the executive power,
especially when they wanted or responded to the empirical conditions that
give legitimacy to the protection for all Indonesian people through the
establishment of law. This phenomenon walk together with the participation
and strong social pressure. Stick to the theoretical prmctples that the law
will still be able to erect and/ or enforced even if the sky is fall down, social
forces will be weakened. At last we eventually realize that the law that
was born as a social force will destroy the established system including
the legal system and therefore the life cycle will come back again on the
fact that the law could regulate social interaction. : .

Keywords: political law, social force, social interaction

A, Pendahuluan

Sistem Hukum Nasional (SISHUKNAS) dalam sejarah
perjalanan bangsa Indonesia masih saja mengalami cobaan
vang berkelanjutan. Pada dasarnya secara hipotetik dapat
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; chpredlksz kapan ia akan mengakhm dengan memegang teguh
satu.. komltmen nasional: untuk mematuhi kerangka
SISHUKNAS seperu yang dipresentasikan® oleh’ dladopmnya_
pembagj_an kekuasaan berupa legislatif, eksekutif dan
vudikatif, Ke’mga kekuasaan. itu disimulasikan dalam.
SISHUKNAS yang memberikan ketegasan yang diserap secara
.kozﬂ smtusmnal dalam &}ndang—{}ndanc Dasar Negara Republ;_k.

B .mdonesm (UUDNR‘{ Tahun 1945). Melalui komitmen itu gejolak

. hukum naszonai seperu yang dapresentas;\kan ‘belakangan 11’11.

' :snantmya dapat 'nenjach pengalaman yang dlhéiapkan tldak_-_f'
--berulang s LN Vv R ) NG
Adalah menjadl pertanyaan apakah gejolak hukum
nasmnai belakangan ini yang bukan menjadz proses penegakan
hukum dapat . d1katakan sebagaz pohtlk hukum, Untuk
Sementara anallsls ini akan menjawab ya, sehingga ren’cang

pembentangan dalam- analisis-ini akan memberikan Jawaban '
apa dan manakah yang menjadi politik hukum sehingga secara
hipotetik dapat dikatakan bahwa ter3ad1 pergumulan poht;k
hukum dengan penegakan hukum serta untuk obyektivitasnya
pergumulan itu, analxsxs dllagakan ke dalam bmgkal ranah

teon hukum ST

B, Poliﬁ:ik Hukum

.. Secara fenomenalogis politik hukum dipresentasikan oleh
kekuasaan eksekutif terutama ketika hendak atau dalam
merespon kondisi émpirik sehingga memberikan legitimasi
menuju perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia melalui
pembentukan hukum. Gejala ini akan berbarengan dengan
partisipasi dan tekanan sosial yang kuat. Ketika terjadi
demikian hulkum mulai melemah yang bukan karena substansi
hukumnya akan tetapi tidak mendapat legitimasi kekuatan
sosial dan karena itu maka hukum adalah kekuatan sosial
sehingga keadilan adalah keadilan sosial. Pada saat yang
bersamaan hukum yang illegitimated tadi divonis dengan tidak
lagi tegak dan terdampar dalam ranah kekuatan sosial yang
berimplikasi pada terdindingnya penegakan keadilan hukum.
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' .:;_' _:termasu' :31stem hukum dan karena ztu' suklus kehzdupan aks

A csbu u cx T ‘-Ls\_gﬁm i

J1ka dermklan maka pada saatnya hukum akan terpmggxrkan?

' ._dan kekuatan 3031a1 adalah hukum 1tu sendiri. Sekal;. pun._.ﬁ-
dem1k1an _]lka berpegang pada prms;p teoritik bahwa hukum'ﬁ-’
'akan Letap dapat. tegak dan/atau dxtegakkan sekah pun’ Ia.ng1t
akan runtuh, kekuatan sosial akan melemah Pada’ akhlrnyaf._;'_
akan dlsadarl bahwa ‘hukum. yang 1ah1r karena kekuatan
o sos1a1 akan melu}_uhlantahkan-smtem yang terbangunf-'f

' mampu mengatur 1nterak31 soszal - R -

Selan}utnya secara. konstltuszonal pohmk hukum berad :
dalam ranah 1eg1slat0r ba1k d1c1ptakan dlrumusk.an
kemudian d1formu1a31kan dengan persetujuan bersama'-.
Presuden ‘Dari sana dapat’ dzmaknakan bahwa pelaku pohuk:_
hukum adalah kekuasaan legislatif beserta kekuasaanf
eksekutif: Kebersamaan kedua kekuasaan Jtu menjadi ranah-j-
politik: hukum. Adalah menjadi pertanyaan ‘bagaimana _]1ka"
kedua kekuasaan itu berada pada situasi yang terpisah, apakah“
masih ‘ada pada kompetensz politik hukum. Kompetensi politik’
hukum berada pada ranah kebersamaan, dan di luar itu adalah’3
opini politik hukum atau pandangan politik hukum. “Jika’
dengan pandangan politik hukum itu diperankan untuk dalam’
ranah penegakan hukum maka hampir tidak dapat dikatalan
keluarannya berupa politik hukum akan tetapi politik itu
menjadi sendirian karena opini politik hukuimn itu berada dalam
bingkai ranah politik. Hal itu maka secara teoritik peran opini
politik yang terimplementasikan dalam ranah penegakaﬂ
hukum dipendapatkan sebagai wujud intervensi. Intervensi
demikian akan menjadi unsur pelemah penegakan hukum dan
akan berkulminasi ketika kekuasaan opini sosial berkumulasi
dengan opini politik dari kekuasaan eksekutif.

Demikian juga pandangan politik anggota kekuasaan
legislatif di luar kebersamaan tadi menjadi individualistik dan
karena itu secara teoritik bukanlah menjadi ranah kolektivitas.
Demikian juga jika ia mengambil peranan dalam penegakan
hukum maka yang demikian dikatakan juga sebagai wujud
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intervensi politik dalam ranah penegakan hukum. Kondisi yang
demikian akan memberi warna simpulan kekuatan sosial
bahwa hukum telah melemah. '

- Segala bentuk intervensi politik dalam ranah peneﬂakan
h_uku_m tadi harus dikembalikan kepada komitmen yang telah
dikemukakan di atas. Komitmen itu adalah ketaatan terhadap.
bagaimana peran politik hukum dalam memformulasi norma
ideal. guna merespon kondisi: empirik yang membutuhkannya.-
' Pohtﬂx hukum yang akan memberi arah dan menjara.ng'_
kebutuhan hukum melalui proses konstitusional. Politik hukum
harus. dihindarkan. dari keterlibatannya pada proses selain
pembentukan hukum. Bagaimanakah dapat diketahui bahwa
suatu proses pembentukan hukum itu berjalan secara
konstitusional. Sinyal yang memberikan jawaban adalah
bahwa partisipasi semua pihak dan komponen masyarakat
selain komponen inti diperlukan guna memberikan
kontribusinya dalam perumusan suatu substansi hukum dan
dalam mengukur sejauhmana kebutuhan hukumnya sudah
terserap. Satu hal yang patut dicatat dari pernyataan itu
bahwa makin luas lingkup partisipasi dan dukung mendukung
dari masyarakat luas akan mendapatkan konstribusi yang
kaya dengan norma ideal. Sebaliknya makin terbatas
partisipasi akan menyebabkan pembentukan hukum itu
menjauh dari terpenuhinya unsur utama yang melahirkan
norma ideal hukum. Sinyal itulah yang menjadi ketentuan
dan memberi arah bagi pembentukan hukum seperti yang
dimaksudkan oleh kearifan hukum di dalam keteatuan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

C. Struktur Hukum

Lain halnya dengan pembicaraan mengenai struktur
hukum yang terikat dengan sistem yang telah dibangun oleh
ketentuan hukum yang memberikan batasan secara ketat pada
lembaga tertentu yang diberi wewenang, kewajiban dan tugas
untuk tidak lain dari pada harus melakukaan rangkaian

tirdakan RURUHT UNTUR Henji ke penegakkan hukum, Jika di
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atas tadi yang dibicarskan adalah pembentukan hukum, maka
dengan demlk:{an pemblcaraan 1eb1“1 Ianjut adalah mengenalz
penegakan hukum S T T S e

Penegakan hukum berbeda periakuannya dlbandmgkan
dengan pembentukan hukum Jika pembentukan hukum_'
.mengharuskan ‘banyak: partlslpam dan bahkan tanpa
--'pembatasan maka berbeda dengan penegakan hukum . yang
“harus dzlakukap oleh peran terbatas ‘dan hanya: dapat’_-

. dilakukan oleh pemeran tertentu Adanya keterhbatan selam:

 yang ‘tertentu akan mengakibatkan hasilnya cacat ‘hukum dan |
denga_n dcmaklan akan-mengarah pada batalnya suatu proses.
dengan implikasi-batalnya :semua proses pada tahap_.tertentz_iiz

: Keterlibatan banyak pihak selain peran tertentu tadi, pada
satu sisiakan.memberikan wajah yang manakah proses
penegakan hukum yang mencerminkan keadilan menurut
pandangan masyarakat sekalipun ‘keputusan hukum melalui
proses peradilan belum tersentuh. Pada sisi yang lain dapat'
d1pandang sebagai gangguan terhadap proses penegakan
hukum oleh kalangan pemeran tertentu tadi sekalipun benar,
pada saat yang bersamaan masyarakat menilai bahwa proses
itu menggambarkan ketidakadilan pada gilirannya akan
mendapat sanksi sosial berupa lunturnya kepercayaan
masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

‘Jika demikian maka mulailah terjebak oleh domma31
tzranl sosial terhadap proses penegakan dan seakan-akan tidak
ada 1ag1 ruang tertib hukum yang dijalankan oleh pemeran
tertentu dalam proses itu. Pada hal penegakan hukum mehput;
berbagai tahap atau proses yang tingkat kepastiannya adaiah
sebuah kemutlakan. Dari konstatasi di atas terdapat satu hal
yang patut disadari bahwa fakta adalah apa yang terjadi
berhadapan dengan hukum yang menyatakan sesuatu yang
harus dilakukan dan/atat yang harus tidak dilakukan.

D. Eeterlibatan Politik dan Eekuatan Sosial dalam Proses
Penegakan Hukum
Adanya keterlibatan politik dan kekuatan sosial dalam

proses penegakan hukum akan mengembalikan prinsip
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demokrasx yang pernah menjadi- cobaan masa lalu bahwa
apabﬂa tirani-politik dihempaskan ke dalam smtem_
pemermtahan proses hukum akan mendapat illegitimasi
dalam ‘melakukan ektensi kompetensi dan yurisdiksinya.
Selain dari pada itu, mdependensz proses lanjutan penegakan
hukum akan tercederai pada hal harus diyakini bahwa
_konstlmm Justru menghendakz bebas dan merdeka dari
-pengaruh pihak mana pun. Hal iiu akan memberl warna'._.
kepastian bahwa kebenaran formil dalam proses penegal{anf.
hukum menjadi awal menuju-langkah pencarian kebenaran
materil di dalam. proses peradilan, di mana kebenaran materil
akan dipresentasikan dan dieksaminasi dalam proses
peradilan. Dalam proses peradilan akan berlaku seluruh prinsip
hukum mulai dari praduga tidak bersalah, kesamaan
perlakuan -di depan hukum, independensi peradilan yvang
terbebas dari seluruh bentuk pengaruh termasuk pengaruh.
kekuasaan dan tekanan kekuatan sosial serta berbagai macam
opini hukum sehingga pengadilan terhindar dari parsialitas.

~Keputusan hukum yang dijatuhkan pengadilan sudah
barang tentu mencerminkan keadilan hukum. Dalam pada
itu .yang diperlukan dari seluruh komponen bangsa dan
magyarakat dalam merespon keputusan hukum itu adalah
akseptasi at'aupun resistensi terhadap keputusan hukum itu
dilakukan juga melalui saluran hukum dan jika terdapat
resistensi bukanlah direspon dengan tekanan sosial politik
atau pun respon hipotetik dari asumsi parsialitas pengadilan.
Harus dipahami juga bahwa keputusan hukum yang
dijatuhkan pengadilan adalah merupakan pembuktian
terhadap pandangan hipotetik yang ditemukan sebelum
lahirnya keputusan hukum dalam proses penyelidikan,
penyidikan dan seterusnya.

Belakangan ini kita dapat mengikuti perkembangan
tingkat kesadaran hukum masyarakat yang menakjubkan,
yvang dipicu oleh dinamika proses penegakan hukum pada
tahap penyidikan yang bergumul dengan respon politik hukum.
Secara hipotetik pengambil peran dalam dinamika itu
digambarkan sebagai mafia hukum. Mafia hukum menjadi

rangkaian kata yang menakjubkan karena yang dikenal selama
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"'1m adalah ma_fia perad11an kemudlan ada dlsebut Juga maﬁa:
_narkotzk atau baram<Jr terlarang lamnya maﬁa terorlsme atau:_- g
- bisa Juga maﬁa perbankan atau mafia: penyelundupan yang. :
-pada. pokok maﬁa itu tidak bekerja 1nd1v1dual tetapi melaku};«;an_'ﬁ_
‘tindakan melawan: hukum: melalui mekanisme sindikasi atau |
-l{erja jaringan,’ Karena 1tu adalah patut dzpahazm bahwa maﬁaf :

- 'hukum dapat memberikan mSplraSI ‘secar, a‘lebih Iuas seper i:1:.__':

- _'.'..ikemuncrlgnm +erJ admya maﬁa ‘pohtlk hukum maﬁa penegakaﬂ:j;'_
L -'}hukum mafia peradﬂan dan atau dapat dmsummk:—m ‘hahw

" 1tuiah makna mafia hukum; atau bahkan masxh ada 18}7’1 mana~’._":."
'maﬁa di bldang atau sektor yang 3a1nnya ‘Dari semua itw
mungkin yang palmg berbahaya bagi bangsa dan'negara m;f-.
secara hapotemk adakah mafia W;layah ‘kedaulatan negaraf
'sepertz pen_;ualan puiau kepada pihak asing, atau pergeseran"'
tanda batas Wllayah negara. Jika makna mafia hukum: 1tu:‘
demlklan ‘maka’ betapa mengherankan negara hulum ini
mungkm 'saja dapat- dipandang sebagai negara mafia. i
Menurut pandangan saya “makna itu tidak seluas seperti
vang dlkemukakan di atas, sekahpun mungkin imemang
demikianlah luas maknanya. Yang menjadi persoalan pokok_
dalam merespon mafia hukum itu adalah bagaimana upaya
individua}i at'aupu:n kolektif- melawan dan memeranginya.
Menurut pandangan saya, upaya itu adalah bagaimana agar
mafia hukum itu tidak menjadi sejenis budaya mafia, dengan
menciptakan cultural measure. Untuk mengetahui kandungan:
cultural measure perlu terlebih dahulu memahami kandu.ngan
budaya mafia. B 2

. "Budayva Hukum

Untuk jalan memahami kandungan budaya mafia, perlu
diperbandingkan atau terlebih dahulu memahami konstruksi
budaya hukum. Budaya hukum dalam konteks tulisan ini
dikehendaki bidang hukum tertentu seperti halnya hukum
lalulintas guna mengetahui apakah sudah ada dan dalam
wujud yang mana akan terlihat adanya budaya hukum
lalulintas, Oleh karena itu budaya hukum itu sudah berwujud

apabila sudah melewati sekian banyak tahap yaitu:
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{1) - harus ada lebih -dahulu ketentuan hukumunya sebagai
cocoproduk: program. legislasi; - : : :
{2) - ketentuan hukum itu d:sosaahsaszkan/disuluhkan-

- kepada masyarakat luas; :

{3) - masyarakat mengetahui adanya hukum tertentu itu;

(4). -masyarakat merasa butuh terhadap hukurm tertentu tadi;
2 mdsyafakm menggunakan hukum itu; oy
(&}

6 : _uka terjadz pelanggaran hukum hukum itu dvguna;s:an/
(7) _-unl.uk ( )y (5] dan nomor (6) secara ierus menerus.

~digunakan dan-tidak sesekali; dan

(8) telah tumbuh kesadaran hukum masyarakat.

Apabila keseluruhan dari angka (1) hingga angka (8) tadi

berjalan secara berkelanjutan, maka budaya hukum telah

iercipta. .
Sekarang tiba saatnya untuk mencoba mengetahui

bagaimana menemukan budaya mafia khususnya budaya mafia

hukum untuk diberantas dan diperangi, sebagai berikut:

{1}, ‘harus ada terlebih dahulu dugaan terjadinya mafia
hukum;

(2} - kepada masyarakat diinformasikan mengenai telah

© adanya mafia hukum termasuk mekanisme mafia hukum;

(3} masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana
bermafia hukum;

{4) masyarakat membutuhkan mafia hukum untuk
memenangkan kepentingannva;

{5) karena masyarakat menggunakan mekanisme mafia
hukum itu untuk mewujudkan kepentingannya;

(6) jika terjadi kegagalan, maka mekanisme mafia hukum
dikoreksi dan dibenahi;

{7} untuk angka (4), (5) dan (6} secara terius menerus

- digunakan dan tidak sesekali; dan

{8 telah tumbuh kesadaran bermafia hukum.

Apabila secara keseluruhan dari angka (1) hingga angka (8)

berjalan secara berkelanjutan maka budaya mafia hukum

telah tercipta.
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Jzka berada pada persangkaan atau pendugaan mengena),
adanya budaya mafia’ hukum, maka ‘secara’ thotetzk i
dzmungkznkaﬂ pemberamasannya dengan alternauf bemkut .
(1) v jika budaya mafia’ hukum itu’ ter_}acii_ pada sekitar politik -

- hukum berarti 'Lerjadl antarlembaga kekuasaan dan akan .

_"j.._me:njadl rummit untuk meia}mkan pemberantasan karena
_'-;.'-;.memblcarakan antarlembaga kekuasaan bera:rtl g
- membicarakan substan51 ketatanegaraaq yang ‘hanya -
'-;fdiblcarakan d1dalam konstitusi dan’ dengan dem1k1an_;'_'
""5'-"'.berart1 melalm amandemen konst1tu51 Perbaikan atau .

i 'amandemen konstztus:t merupal{an satiussatunya jalan

di. sampmg memperba1k1 mentaliteit perﬂa_ku lembaga
- kekuasaan: yang berarti memperbaiki sistem rekrmtmen
© ' pelaku masing-masing lembaga kekuasaan. =

{2} Jlka budaya mafia hukum itu terjadi di dalam komponen

penegakan hukum, maka ada dua langkah untuk
- memberantas budaya mafia hukum yaitu pertama dengan
memperbaiki atau mereformasi sistem penegakan hukum
yvang berarti memperbaiki peraturan perundang-undangan
yvang menyangkut penegakan hukum; yang kedua adalah
membangun mentaliteit pelaku penegakan hukum mulai

) Zda:i si_stém_ relruitmen, sistem pendidikan dan pelatihan

baik pre atau in service trainingnya, dan pembinaan

kepentingan kemanusiaannya secara berkelanjutan.

{3) jika budaya mafia hukum itu terjadi pada budaya mafia
hukum, maka akan berjumpa dengan mekanisme
perbaikan yang menyangkut interaksi manusia dan antar
lembaga kekuasaan yang menuntut banyak wakiu, biaya
dan energi. Karena itu harus dilakukan perbaikan sesuai
dengan tahap permasalahan pada yang melahirkan
budaya mafia hultum seperti yang telah diuraikan di atas
tadi.

(4} melakukan komparasi studi mengenai bagaimana
mencegah, memperbaiki dan memberanias budaya mafia
hulkum pada setiap kerangka sisters hukum nasional
masing-masing negara sehingga mendapai pelajaran yang

tepat dan efisien serta berkelanjutan yang konsisten.
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(3}, memasukkan upaya pencegahan budaya mafia hukum
- itu_-ke_da_l_am ranah pendidikan untuk semua tingkat
. satuan pendidikan untuk membangun budaya kejujuran
N dengan conioh membangun self service restourant di
... masing-masing tempat dengan konsekwensi self count dan
- self payment. sebagai mekanisme transaksi mandiri.

; Contoh itu yang sudah ditemukan adalah mekanisme

transak31 dan self service pada pelayanan bahan bakar

: mmvak Dermkxan juga halnya pada setiap-institusi

- satuan pend1d1kan untuk semua tingkatan termasuk pada

setiap pendidikan: dan pelatihan kedinasan bagi para
pelaku pelitik hukum dalam legisiasi nasional, dan
penegakan hukum. Melalui cara demikian Insya Allah
akan terbangun suatu budaya yang akan membangun
.. bukan saja pada sisi budaya hukum, akan tetapi juga
budaya sosial, dan dari sana akan terbangun budaya yang
. akan memberantas secara sistimatif budaya mafia
- hukum.

F. ZKesimpulan

Dari keseluruhan uraian ini dapat dipetik sebuah
kesimpulan bahwa untuk melakukan segala upaya yang
disinggung sebagai upaya kultural tadi tidak akan berarti
apapun jika tidek dan oleh karena itu harus dilakukan dengan
kemauan dan semangat yang penuh diwarnai kejujuran dan
berkesinambungan dalam mekanisme demokratis bagi kontrol
sosial. kesimpulan itu selayaknya juga dikandung maksud
menjadi substansi code of conduct yang selalu setia menyertai
lahir batin para pemeran politik hukum, penegak hukum dan
itulah babon budaya dalam memelihara budaya hukum dalam
negara dan bangsa yang bernegara hukum.
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